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ABSTRACT

Pekalongan Regency is projected to reach 90% urbanization by 2030 based on Global Human Settlement Layer (GHSL)
data, implying increased waste generation. Various previous studies have shown that urban areas tend to generate larg-
er volumes of waste compared to rural areas. Given that the Bojonglarang Final Waste Disposal Site is already operating
at overcapacity, a study is needed to determine the optimal location for a new TPA in Pekalongan Regency to anticipate
the impacts of urbanization and address existing waste management issues. This study employs a Geographic Infor-
mation System (GIS) approach using Multi-Criteria Analysis (MCA) based on physical land characteristics, with a focus
on each parameter. The results show three suitability levels: the “less suitable” class is dominant; the “suitable” class co-
vers the smallest area; and the “unsuitable” class covers the largest area. Three alternative landfill sites were identified
in the southern part of Pekalongan Regency, specifically in Kajen, Kesesi, and Petungkriyono subdistricst. The construc-
tion of a new landfill serves as a technical solution to the overload at the Bojonglarang site and as an effort to maintain a
balance between economic growth, environmental quality, and community welfare amid the ongoing urbanization pro-
cess in Pekalongan Regency.
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ABSTRAK

Kabupaten Pekalongan diproyeksikan mengalami peningkatan tingkat urbanisasi hingga 90 % pada tahun 2030 ber-
dasarkan Data dari Global Human Settlement Layer (GHSL), hal ini berimplikasi pada bertambahnya jumlah timbulan
sampah yang dihasilkan. Berbagai penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa wilayah perkotaan cenderung
menghasilkan volume sampah yang lebih besar dibandingkan wilayah perdesaan. Mengingat kondisi Tempat Pem-
rosesan Akhir (TPA) Bojonglarang yang telah mengalami kelebihan kapasitas (overload), diperlukan suatu kajian untuk
menentukan lokasi TPA yang optimal di Kabupaten Pekalongan guna mengantisipasi dampak urbanisasi sekaligus
mengatasi permasalahan persampahan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis
(SIG) dengan analisis multikriteria (Multi-Criteria Analysis/MCA) berbasis aspek fisik lahan yang terfokus pada setiap
parameter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh tiga klasifikasi tingkat kesesuaian, yaitu kelas kurang sesuai
yang menjadi dominan, kelas sesuai yang memiliki luasan paling minim, dan kelas tidak sesuai seluas. Teridentifikasi
tiga alternatif lokasi TPA yang tersebar di bagian selatan Kabupaten Pekalongan. Ketiga alternatif lokasi tersebut be-
rada di Kecamatan Kajen, Kecamatan Kesesi, dan Kecamatan Petungkriyono. Pembangunan TPA baru tidak hanya ber-
fungsi sebagai solusi teknis terhadap persoalan overload TPA Bojonglarang, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseim-
bangan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah proses urbanisasi
yang terus berlangsung di Kabupaten Pekalongan.

Keywords: tempat pemrosesan akhir, GHSL, GIS, arahan fungsi kawasan, urbanisasi

PENDAHULUAN

Wilayah administratif kabupaten pada dasarnya merupakan kawasan supra-urban yang men-
cakup integrasi antara kawasan perkotaan dan perdesaan (Nurfitriati, 2018). Dalam konteks pengel-
olaan lingkungan, kedua kawasan ini menunjukkan karakteristik produksi sampah yang kontras. Ka-
wasan perkotaan cenderung menghasilkan volume sampah yang jauh lebih tinggi dibandingkan ka-
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wasan perdesaan (Nur dkk., 2023). Tingginya volume sampah di perkotaan dipengaruhi oleh faktor
kepadatan penduduk yang tinggi, pola konsumsi masyarakat, serta intensitas aktivitas ekonomi yang
pesat. Sejalan dengan hal tersebut, Kaza dkk. (2018) menegaskan bahwa kota-kota besar di dunia
berkontribusi terhadap sekitar 80% total timbulan sampah global, meskipun hanya menampung seki-
tar 55% dari populasi dunia. Fenomena ini menunjukkan bahwa pola hidup modern, ketergantungan
pada produk olahan, dan penggunaan barang sekali pakai di perkotaan berdampak langsung pada
akumulasi sampah. Sebaliknya, kawasan perdesaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang lebih
rendah serta pola konsumsi yang lebih sederhana dan berbasis pada sumber daya lokal, secara kon-
sisten menghasilkan volume sampah yang lebih rendah.

Urbanisasi dan industrialisasi menjadi faktor utama meningkatnya volume timbulan sampah di
kawasan perkotaan. Masyarakat perkotaan memiliki akses yang lebih mudah terhadap barang kon-
sumsi, mulai dari makanan cepat saji hingga produk kemasan sekali pakai. Fenomena ini mendorong
gaya hidup konsumtif yang menuntut kemudahan dan efisiensi, berbeda dengan pola konsumsi
masyarakat perdesaan yang cenderung lebih sederhana dan berorientasi pada sumber daya lokal.
Marshall dan Farahbakhsh (2013) menunjukkan bahwa rata-rata individu di kawasan perkotaan
menghasilkan sampah 2 hingga 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan masyarakat perdesaan. Dis-
paritas ini menegaskan urgensi kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, terutama di wila-
yah yang mengalami pertumbuhan penduduk pesat.

Peningkatan populasi dan aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah sering kali
melampaui kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tersedia. Banyak TPA di Indonesia, ter-
masuk TPA Bantargebang, telah beroperasi pada ambang batas optimal atau mengalami overload.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan
sekitar 67,8 juta ton sampah per tahun, dengan dominasi sampah organik serta sampah plastik dan
kertas yang memerlukan penanganan khusus. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Ta-
hun 2008, pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan
untuk melindungi kesehatan masyarakat serta menjaga kualitas lingkungan hidup. Namun, keterbata-
san kapasitas TPA sering kali memicu permasalahan lingkungan serius, seperti pencemaran air lindi
(leachate) ke air tanah dan kontaminasi logam berat (Fitri & Sembiring, 2017; Purba & Kamil, 2015).

Dalam konteks Kabupaten Pekalongan, peningkatan urbanisasi dan kenaikan timbulan sampah
memperbesar kebutuhan akan fasilitas pemrosesan akhir yang memadai. Saat ini, Kabupaten Pe-
kalongan hanya mengoperasikan satu TPA, yaitu TPA Bojonglarang di Kecamatan Kajen. Berdasarkan
laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan, TPA Bojonglarang telah mengalami over-
load dengan volume sampah mencapai 300 ton per hari, jauh melampaui kapasitas desainnya yang
hanya 200 ton per hari (Nikmanti & Pigawati, 2024). Kondisi ini diperburuk dengan minimnya sistem
pemilahan sampah di sumber, di mana hanya 10% sampah yang didaur ulang. Dari jumlah tersebut,
sekitar 60% berasal dari sampah domestik atau rumah tangga, sementara sisanya berasal dari pasar,
industri, dan kegiatan komersial lainnya. Secara keseluruhan, sekitar 40% dari total timbunan sam-
pah di Kabupaten Pekalongan belum tertangani secara optimal, yang berarti sampah ini tidak ter-
angkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya. Penumpukan
sampah di TPA Bojonglarang tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga memicu kon-
flik sosial akibat bau tak sedap serta risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. TPA Bojonglarang
yang seharusnya berfungsi sebagai solusi pengelolaan sampah kini justru menjadi sumber masalah
lingkungan yang signifikan, menuntut tindakan segera dari pemerintah untuk mencari alternatif so-
lusi, seperti penambahan TPA atau perbaikan sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Merujuk proyeksi Global Human Settlement Layer (GHSL), luasan kawasan perkotaan di Kabu-
paten Pekalongan diprediksi terus meningkat hingga tahun 2030. Hal ini mengindikasikan terjadinya
proses urbanisasi di wilayah tersebut. Peningkatan kawasan perkotaan di Kabupaten Pekalongan
akan berdampak terhadap peningkatan aktivitas penduduknya. Keberagaman aktivitas ini secara tid-
ak langsung juga berpengaruh terhadap keberagaman jenis sampah yang dihasilkan Oleh karena itu,
penentuan lokasi TPA baru menjadi langkah strategis untuk mengurangi tekanan terhadap TPA ek-
sisting serta mendukung tata ruang wilayah yang berkelanjutan. TPA baru yang didesain dengan pen-
dekatan modern (seperti penerapan teknologi sanitary landfill dan fasilitas pengolahan limbah men-
jadi energi (waste-to-energy)), yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.

44



Jurnal Litbang Vol. 22 No. 1 Bulan Juni 2026 Hal 43-64

Dari perspektif perencanaan wilayah dan kota, kondisi overload TPA tidak hanya menimbulkan
permasalahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan wilayah melalui mun-
culnya konflik pemanfaatan ruang, penurunan kualitas lingkungan permukiman, dan berkurangnya
daya dukung lingkungan. Hardjowigeno & Widiatmaka (2020) menjelaskan bahwa setiap aktivitas
pembangunan harus ditempatkan pada lahan yang sesuai dengan karakteristik fisiknya agar dampak
negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan. Sejalan dengan hal tersebut, Permen PUPR Nomor
03/PRT/M/2013 mengatur bahwa lokasi TPA harus mempertimbangkan aspek topografi,
penggunaan lahan, kondisi hidrologi, serta jarak terhadap permukiman dan badan air.

Kabupaten Pekalongan saat ini tengah merencanakan penambahan Tempat Pemrosesan Pem-
rosesan Akhir (TPA) sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengatasi ma-
salah persampahan yang semakin mendesak. Rencana ini menjadi langkah strategis dalam mening-
katkan kapasitas pengelolaan limbah di daerah tersebut. Dalam dokumen RTRW yang telah disusun,
pemerintah daerah mencantumkan alokasi lahan untuk TPA baru yang tidak hanya bertujuan untuk
memperluas kapasitas penampungan saja, tetapi juga menerapkan teknologi modern dalam pengel-
olaan sampah, seperti pemilahan dan daur ulang. Penambahan TPA ini diharapkan dapat mengurangi
dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh TPA yang sudah ada, serta meningkatkan kualitas hidup
masyarakat di sekitar. Selain itu, rencana ini juga mencakup program edukasi kepada masyarakat
tentang pengurangan sampah dan pentingnya memilah limbah dari sumbernya, sehingga diharapkan
dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA baru.

Penelitian terkait penentuan lokasi TPA di Indonesia telah banyak dilakukan dengan pendeka-
tan spasial (Birawida, Makkau, & Dwinata, 2018). Namun, sebagian besar studi tersebut belum mem-
pertimbangkan dinamika proyeksi urbanisasi jangka panjang secara spesifik di Kabupaten Pekalon-
gan. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan analisis kesesuaian lahan
menggunakan metode Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Multi-Criteria Analysis (MCA). Metode GIS-
MCA dipilih karena mampu mengevaluasi berbagai parameter fisik lahan, seperti kemiringan lereng,
jenis tanah, serta jarak terhadap badan air dan permukiman secara simultan dan objektif. Berdasar-
kan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian lahan bagi
pengembangan TPA baru di Kabupaten Pekalongan, menghasilkan peta zonasi kesesuaian lahan, ser-
ta mengidentifikasi alternatif lokasi yang paling potensial guna mengantisipasi peningkatan timbulan
sampah dan mewujudkan sistem pengelolaan persampahan yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA
Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan memiliki karakteristik unik berupa kepadatan penduduk yang rendah,
dominasi sektor agraris, dan keterbatasan akses terhadap infrastruktur serta layanan publik, serta
ketergantungan yang erat terhadap sumber daya lokal dan nilai-nilai tradisi (Pramudita & Rudiarto,
2022). Dalam konteks pembangunan, kawasan perdesaan dihadapkan pada berbagai tantangan, ter-
masuk kemiskinan, akses pendidikan yang terbatas, dan minimnya layanan kesehatan. Menurut Ke-
menterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam
Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029, sekitar
12,9% penduduk perdesaan masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang menunjukkan adanya
kebutuhan mendesak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Upaya pembangunan di ka-
wasan perdesaan perlu mempertimbangkan potensi lokal, seperti pengembangan pertanian organik,
agroforestri, dan pariwisata berbasis masyarakat, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan
meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan strategi pemberdayaan yang tepat, perdesaan mem-
iliki potensi besar untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi inklusif dan pelestarian
lingkungan (Maulia & Setiyono, 2023).

Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan merupakan pusat ekonomi, sosial, dan inovasi yang dicirikan oleh
kepadatan penduduk tinggi serta infrastruktur maju (Harahap, 2019). Namun, pesatnya urbanisasi
yang tidak dibarengi perencanaan memadai sering menimbulkan permasalahan seperti kemacetan,
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polusi, munculnya pemukiman kumuh, hingga keterbatasan akses layanan dasar (Saputra & Taufik,
2024). Tantangan krusial lainnya adalah pengelolaan sampah global yang mencapai lebih dari 1,3
miliar ton per tahun. Oleh karena itu, perencanaan wilayah yang integratif (seperti transportasi, in-
frastruktur, dan pengelolaan limbah berbasis teknologi), sangat diperlukan untuk mewujudkan kota
yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjamin kualitas hidup penduduknya.

Urbanisasi

Urbanisasi adalah fenomena peningkatan proporsi penduduk di kawasan perkotaan yang di-
dorong oleh pencarian peluang ekonomi dan kualitas hidup (Noveria, 2020). Jika tidak terencana, ur-
banisasi memicu tantangan kompleks seperti kemacetan, polusi, pemukiman kumubh, serta degradasi
lingkungan (Akhirul, Witra, Umar, & Erianjoni, 2020). Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007, pena-
taan ruang harus mampu mewujudkan wilayah yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Oleh karena
itu, perencanaan wilayah memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan kebijakan
lahan, transportasi, dan pengelolaan sumber daya berbasis prinsip keberlanjutan. Dengan kebijakan
yang responsif dan partisipatif, urbanisasi dapat diarahkan untuk menciptakan kota yang inklusif,
resilient, serta mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan bagi
generasi mendatang.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan tantangan global dengan implikasi serius terhadap kesehatan
masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Volume sampah perkotaan diperkirakan meningkat
dari 1,3 miliar ton menjadi 2,2 miliar ton pada tahun 2025 akibat pesatnya urbanisasi (Bagustiandi,
2024). Namun, tingkat daur ulang global saat ini masih rendah, yakni hanya 13% (Global Waste Man-
agement Outlook. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efisien sangat bergantung pada keterli-
batan aktif masyarakat dalam pemilahan sampah di sumbernya. Edukasi publik serta peningkatan
kesadaran mengenai daur ulang menjadi langkah krusial untuk mengurangi beban limbah di tempat
pemrosesan akhir (TPA) sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Inovasi teknologi seperti pengolahan limbah menjadi energi (waste-to-energy) dan sistem
pemantauan digital, berperan krusial dalam meningkatkan efisiensi dan mengubah limbah menjadi
sumber daya (Wirjawan & Choandi, 2024). Namun, teknologi memerlukan dukungan kebijakan yang
terintegrasi dan partisipatif agar implementasinya efektif. Regulasi yang mendorong pengurangan
limbah di sumbernya, optimalisasi daur ulang, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan meru-
pakan fondasi utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Global Human Settlement Layer (GHSL)

Global Human Settlement Layer (GHSL) merupakan inisiatif European Commission yang menye-
diakan peta akurat perkembangan permukiman manusia secara global. GHSL berfungsi sebagai alat
penting dalam memahami pola urbanisasi dan mendukung perencanaan wilayah serta pengelolaan
sumber daya di kawasan perkotaan (Pesaresi dkk., 2013). Dengan memanfaatkan data penginderaan
jauh, informasi geospasial, serta algoritma pembelajaran mesin untuk klasifikasi citra satelit, GHSL
mampu memetakan perubahan area terbangun dan penggunaan lahan secara time-series. Integrasi
data citra dengan statistik demografis memungkinkan analisis komprehensif mengenai kepadatan
penduduk dan tren urbanisasi. Data yang dapat diakses melalui portal resmi https://human-
settlement.emergency.copernicus.eu/ ini menjadi instrumen vital bagi perencana wilayah dalam men-
dukung kebijakan pengelolaan sumber daya dan perencanaan kota yang berbasis bukti (evidence-
based).

Informasi dari GHSL menjadi instrumen strategis dalam perencanaan wilayah dan pengelolaan
sumber daya. Dengan data GHSL, perencana dapat mengidentifikasi kawasan dengan pertumbuhan
penduduk pesat atau wilayah yang mengalami tekanan lingkungan secara presisi. Hal ini mempermu-
dah penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang tepat sasaran guna meningkatkan kualitas
hidup masyarakat urban. Secara keseluruhan, wawasan mendalam mengenai dinamika urbanisasi
dari GHSL memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan
berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perkembangan kawasan perkotaan yang kompleks.

46



Jurnal Litbang Vol. 22 No. 1 Bulan Juni 2026 Hal 43-64

Penentuan Lokasi TPA Berbasis GIS dan Evaluasi Multikriteria

Penentuan lokasi TPA merupakan proses evaluasi kesesuaian lahan yang kini optimal di-
lakukan melalui pendekatan GIS-Based Multi-Criteria Evaluation (GIS-MCE). Integrasi Sistem Informa-
si Geografis (SIG) dengan analisis multikriteria memungkinkan evaluasi berbagai parameter ling-
kungan, sosial, teknis, dan tata ruang secara simultan (Saragih, 2023). Pendekatan ini jauh lebih
fleksibel dan akurat dibandingkan metode konvensional, karena mampu menghasilkan peta zonasi
tingkat kesesuaian lahan yang objektif guna mendukung pengambilan keputusan spasial yang kom-
prehensif.

Metode Evaluasi Multikriteria

Penelitian ini menggunakan metode skoring dan overlay terhadap lima parameter, Kklasifikasi
kawasan, fungsi kawasan, jarak dari permukiman, jarak dari sungai, serta luas lahan. Pemilihan pa-
rameter ini bertujuan memastikan lokasi TPA memenuhi aspek kesesuaian tata ruang, perlindungan
lingkungan, dan kelayakan teknis operasional. Sejalan dengan Maharani, Nugraha, & Firdaus (2024),
integrasi faktor lingkungan, penggunaan lahan, dan aspek sosial sangat krusial dalam analisis ke-
sesuaian lokasi guna menjamin keberlanjutan pengelolaan sampah serta meminimalkan dampak
negatif bagi masyarakat sekitar.

Parameter Klasifikasi Kawasan

Klasifikasi kawasan digunakan untuk merepresentasikan tingkat urbanisasi dan intensitas
pemanfaatan ruang. Mengingat kawasan perkotaan memiliki kepadatan penduduk tinggi dan nilai
lahan ekonomi yang besar, penggunaan lahan perkotaan untuk TPA berisiko menimbulkan konflik
pemanfaatan ruang. Sebaliknya, kawasan perdesaan dengan tekanan ruang yang lebih rendah dan
ketersediaan lahan yang lebih luas diberikan skor kesesuaian yang lebih tinggi. Dalam penelitian ini,
klasifikasi kawasan menggunakan data GHSL agar penggambaran kawasan terbangun lebih akurat
dan representatif dibandingkan pendekatan administratif konvensional, sejalan dengan prinsip
perencanaan berbasis bukti (evidence-based spatial planning).

Parameter Fungsi Kawasan

Parameter fungsi kawasan digunakan untuk memastikan lokasi TPA selaras dengan arahan
pemanfaatan ruang, bukan sekadar kondisi fisik lahan. Kawasan budidaya memperoleh skor tertinggi
karena peruntukannya mendukung pengembangan infrastruktur, sedangkan kawasan penyangga di-
batasi, dan kawasan lindung memperoleh skor terendah guna menjaga kelestarian ekosistem. Pen-
dekatan ini sejalan dengan Saragih (2023) yang menekankan pentingnya keselarasan fungsi ruang
guna mencegah potensi konflik lahan dan degradasi lingkungan di masa mendatang.

Parameter Jarak terhadap Permukiman

Parameter ini bertujuan meminimalkan gangguan sosial dan kesehatan akibat operasional TPA,
seperti bau, polusi udara, serta kebisingan lalu lintas sampah. Mengacu pada Maharani dkk. (2024),
kedekatan dengan permukiman merupakan faktor utama ketidaklayakan lokasi TPA. Oleh karena itu,
lokasi dengan jarak minimal 3.000 m dari permukiman diberikan skor kesesuaian yang lebih tinggi
untuk menjamin kualitas lingkungan permukiman tetap terjaga.

Parameter Jarak terhadap Sungai

Parameter ini digunakan untuk memitigasi risiko pencemaran air akibat lindi (leachate). Lokasi
dengan jarak minimal 100 m dari badan air dianggap lebih aman guna mengurangi risiko kontami-
nasi permukaan. Sejalan dengan Azizi, Hadibashir, Rusnoto, & Cahyadi (2022), perlindungan sumber
daya air menjadi pertimbangan utama dalam analisis kesesuaian lokasi TPA karena berdampak lang-
sung terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Parameter Luas Lahan

Parameter luas lahan digunakan untuk memastikan kelayakan teknis dan keberlanjutan
operasional TPA jangka panjang. Lahan yang memadai diperlukan tidak hanya untuk penimbunan
sampah, tetapi juga untuk pembangunan fasilitas pendukung (zona penyangga, jalan operasional, dan
pengolahan lindi). Oleh karena itu, lokasi dengan luas minimal 10 ha diberikan skor lebih tinggi, se-
jalan dengan berbagai penelitian yang menempatkan kapasitas lahan sebagai indikator krusial dalam
menjamin keberlanjutan fasilitas persampahan.
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Penelitian ini menerapkan konsep GIS-Based Multi-Criteria Evaluation melalui proses skoring
dan overlay spasial untuk menghasilkan indeks kesesuaian lokasi TPA. Kelima parameter digunakan
untuk merepresentasikan dimensi yang komprehensif: tingkat urbanisasi (klasifikasi kawasan), kes-
esuaian tata ruang (fungsi kawasan), risiko sosial-lingkungan (jarak ke permukiman dan sungai), ser-
ta kelayakan teknis (luas lahan). Integrasi parameter ini menghasilkan klasifikasi kesesuaian lokasi—
yang terbagi menjadi kategori sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai (sebagai dasar strategis untuk
menentukan lokasi TPA yang berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah penelitian).

Sintesis Literatur

Sintesis literatur yang disajikan pada Tabel 1 merangkum keterkaitan antarpenelitian yang menjadi lan-
dasan bagi studi ini.

Tabel 1.
Sintesis Literatur

Tema Literatur

Pokok Pemikiran

Temuan/Konsep Kunci

Hubungan dengan
Literatur Lain

Kontribusi terhadap
Penelitian

Kawasan
Perdesaan

Kawasan perdesaan mem-
iliki kepadatan penduduk
rendah, dominasi lahan
budidaya, dan tekanan
pembangunan yang relatif
lebih kecil dibanding
perkotaan.

Karakteristik ruang
perdesaan umumnya
lebih memungkinkan un-
tuk pengembangan fasili-
tas yang membutuhkan
lahan luas.

Menjadi kebalikan
dari karakteristik ka-
wasan perkotaan yang
memiliki kepadatan
tinggi dan konflik
pemanfaatan ruang
yang lebih besar.

Menjelaskan mengapa
lokasi TPA cenderung
lebih memungkinkan
dikembangkan pada
wilayah non-perkotaan
dengan tetap memper-
hatikan daya dukung
lingkungan.

Kawasan
Perkotaan

Kawasan perkotaan diciri-
kan oleh kepadatan tinggi,
aktivitas ekonomi intensif,
dan tingginya kebutuhan
pelayanan publik.

Pertumbuhan kota
meningkatkan produksi
sampah sekaligus mem-
persempit ketersediaan
lahan untuk pengelolaan
sampah.

Berkaitan erat dengan
fenomena urbanisasi
yang menyebabkan
perluasan kawasan
terbangun.

Menjadi dasar perlunya
identifikasi kawasan
perkotaan sebagai area
yang perlu dihindari
dalam penentuan lokasi
TPA.

Urbanisasi

Urbanisasi menyebabkan
ekspansi kawasan
terbangun dan perubahan
penggunaan lahan yang

sering kali tidak terkendali.

Pertumbuhan perkotaan
dapat menimbulkan kon-
flik tata ruang, degradasi
lingkungan, dan tekanan
terhadap infrastruktur.

Menjelaskan
penyebab berkem-
bangnya kawasan
perkotaan yang
kemudian dipetakan
menggunakan GHSL.

Memberikan dasar teori-
tis mengapa perkem-
bangan kawasan urban
harus menjadi pertim-
bangan dalam pemilihan
lokasi TPA.

Pengelolaan
Sampah

Pertumbuhan penduduk
dan urbanisasi meningkat-
kan volume sampah yang
harus dikelola secara
berkelanjutan.

TPA tetap menjadi kom-
ponen penting dalam sis-
tem pengelolaan sampah
meskipun konsep pengu-
rangan dan daur ulang
terus dikembangkan.

Menjadi konsekuensi
langsung dari pertum-
buhan kawasan
perkotaan dan urban-
isasi.

Menjelaskan urgensi
penyediaan lokasi TPA
baru yang sesuai dengan
prinsip keberlanjutan
dan tata ruang.

Global Human
Settlement Layer
(GHSL)

GHSL memetakan kawasan
terbangun dan perkem-
bangan permukiman
menggunakan data
penginderaan jauh dan
geospasial.

Mampu mengidentifikasi
kawasan perkotaan
secara objektif dan muta-
khir.

Menjadi instrumen
untuk mengukur dam-
pak urbanisasi secara
spasial.

Digunakan untuk men-
gidentifikasi kawasan
perkotaan yang dielimi-
nasi atau dibatasi dalam
proses seleksi lokasi
TPA.

Analisis Kes-
esuaian Lahan
Berbasis SIG

SIG mampu mengintegrasi-
kan berbagai data spasial
untuk menghasilkan infor-
masi kesesuaian lokasi.

Analisis dilakukan dengan
memanfaatkan arahan
fungsi kawasan sebagai
representasi daya dukung
dan peruntukan lahan.

Menghubungkan
aspek lingkungan
(fungsi kawasan)
dengan aspek perkem-
bangan wilayah
(GHSL).

Menjadi metode utama
dalam penelitian untuk
menghasilkan peta kes-
esuaian lokasi TPA.

Overlay Arahan
Fungsi Kawasan
dan GHSL

Overlay digunakan untuk
menggabungkan beberapa
layer spasial sehingga
menghasilkan informasi
baru yang lebih spesifik.

Area yang sesuai adalah
wilayah yang memenuhi
fungsi kawasan yang di-
perbolehkan dan berada
di luar kawasan urban.

Merupakan sintesis
dari teori tata ruang,
urbanisasi, dan ana-
lisis spasial.

Menjadi tahapan inti
penelitian dalam
menghasilkan lokasi
potensial TPA baru.

Sumber: Kompilasi Penelitian Terdahulu
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METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini disusun dalam empat tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan
data, analisis multikriteria, dan validasi hasil. Adapun diagram alir dalam proses analisis penelitian
ini ditampilkan pada Gambar 1.

Pengumpulan dan Persiapan Data

Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber
resmi. Data utama meliputi batas administrasi desa dari BIG, data GHSL, data penggunaan lahan,
jaringan sungai, permukiman, kemiringan lereng, dan data pendukung lainnya. Seluruh data kemudi-
an dilakukan proses pre-processing berupa penyamaan sistem koordinat, clipping sesuai batas wila-
yah Kabupaten Pekalongan, serta pengecekan kualitas data untuk memastikan kesesuaian antarlayer
yang akan dianalisis.

Identifikasi Kawasan Perkotaan Tahun 2030

Data GHSL digunakan untuk mengidentifikasi pola perkembangan kawasan terbangun dan
memproyeksikan wilayah yang berpotensi menjadi kawasan perkotaan pada tahun 2030. Hasil ana-
lisis ini kemudian dioverlay dengan batas administrasi desa sehingga diperoleh desa-desa yang di-
perkirakan mengalami urbanisasi pada masa mendatang. Informasi ini menjadi salah satu variabel
pembatas dalam pemilihan lokasi TPA.
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Analisis Multikriteria Pemilihan Lokasi TPA

Analisis multicriteria dilakukan menggunakan pendekatan GIS dengan variabel yang disusun
berdasarkan regulasi dan penelitian terdahulu. Variabel tersebut meliputi arahan fungsi kawasan,
jarak terhadap sungai, jarak terhadap permukiman, proyeksi kawasan perkotaan tahun 2030, dan
luas lahan potensial. Masing-masing variabel direklasifikasi menjadi kelas kesesuaian dan diberikan
skor berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap kelayakan lokasi TPA. Selanjutnya dilakukan proses
weighted overlay untuk menghasilkan peta kesesuaian lokasi TPA yang menggambarkan tingkat pri-
oritas setiap wilayah.

Validasi dan Penentuan Lokasi Prioritas

Validasi hasil dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi yang direkomendasikan memiliki
tingkat kesesuaian yang tinggi baik secara teknis maupun kondisi aktual di lapangan. Tahapan vali-
dasi dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, dilakukan validasi regulatif dengan mem-
bandingkan hasil analisis terhadap ketentuan SNI 03-3241-1994, regulasi persampahan, serta RTRW
Kabupaten Pekalongan untuk memastikan lokasi yang terpilih tidak bertentangan dengan kebijakan
tata ruang yang berlaku. Kedua, dilakukan validasi spasial menggunakan citra satelit resolusi tinggi
untuk mengidentifikasi kondisi tutupan lahan aktual pada lokasi yang direkomendasikan. Selanjutnya
dilakukan virtual field verification melalui fitur Google Street View atau layanan peta berbasis jalan
lainnya untuk mengamati kondisi lingkungan sekitar lokasi secara digital. Identifikasi ini bertujuan
untuk mengetahui keberadaan permukiman, akses jalan, aktivitas masyarakat, kondisi topografi,
penggunaan lahan eksisting, serta potensi hambatan yang mungkin tidak teridentifikasi pada analisis
spasial raster dan vektor. Pendekatan ini memungkinkan verifikasi awal kondisi lapangan secara
lebih detail sebelum dilakukan survei lapangan langsung.

Proyeksi Kawasan Perkotaan Menggunakan GHSL

Penelitian ini memproyeksikan perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Pekalongan
hingga tahun 2030 menggunakan data Global Human Settlement Layer (GHSL) dari Joint Research Cen-
tre (JRC) European Commission. Data raster GHSL yang mencakup informasi kawasan terbangun dan
kepadatan penduduk diintegrasikan dengan data shapefile batas desa dari Badan Informasi Geospasi-
al (BIG) melalui proses pre-processing (seperti clipping dan reprojection).

Hasil analisis spasial ini memetakan desa-desa yang berpotensi menjadi kawasan perkotaan
pada tahun 2030. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai variabel pembatas dalam analisis
multikriteria pemilihan lokasi TPA. Pendekatan ini memberikan nilai tambah strategis karena rek-
omendasi lokasi TPA tidak hanya didasarkan pada kondisi eksisting, tetapi juga mempertimbangkan
dinamika urbanisasi jangka panjang guna menghindari konflik pemanfaatan ruang di masa depan.

Proses analisis dimulai dengan pre-processing data raster GHSL, meliputi clipping sesuai batas
administratif Kabupaten Pekalongan, reprojection, serta ekstraksi nilai berdasarkan batas desa. Ana-
lisis pola perkembangan kawasan terbangun dilakukan untuk memproyeksikan wilayah perkotaan
tahun 2030, yang kemudian di-overlay dengan data batas desa. Hasil pemetaan ini digunakan sebagai
variabel pembatas dalam analisis multikriteria pemilihan lokasi TPA. Pendekatan ini memberikan
nilai tambah strategis karena rekomendasi lokasi TPA tidak hanya didasarkan pada kondisi saat ini,
tetapi juga memperhitungkan dinamika urbanisasi jangka panjang guna menghindari potensi konflik
pemanfaatan ruang di masa depan.

Metodologi Pemilihan Lokasi TPA

Penentuan lokasi TPA mengacu pada standar teknis PermenPU dan SNI 03-3241-1994 yang
diselaraskan dengan literatur terkait agar sesuai dengan kebutuhan spesifik Kabupaten Pekalongan.
Alur penelitian dimulai dengan penentuan arahan fungsi kawasan menggunakan metode spasial ber-
basis ArcGIS, dengan merujuk pada SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980 dan No. 683/
KPTS/UM/8/1981. Tahapan selanjutnya melibatkan proses penyisihan (screening) multikriteria un-
tuk menentukan opsi lokasi TPA yang paling layak. Pembobotan skor untuk setiap aspek penilaian
disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2.
Skoring Arahan Fungsi Kawasan

Skoring Kemiringan Lereng

Kelas Kelerengan Keterangan SKOR
I  0-8% Datar 20
I 8-15% Landai 40
I 15-25% Agak Curam 60
IV 25-40% Curam 80
V.  >40% Sangat Curam 100
Skoring Curah Hujan
Kelas Interval Keterangan Skor
I 0-136 Sangat Rendah 20
I 13,6-20,7 Rendah 40
11 20,7-27,7 Sedang 60
IV 27,7-348 Tinggi 80
V  >348 Sangat Tinggi 100
Skoring Jenis Tanah
Kelas Jenis Tanah Keterangan Skor
I Alluvial Kelabu Kekuningan Tidak Peka 15
I Kompleks Latosol Merah Kekuningan, Latosol Coklat Agak peka 30
Latosol Coklat Tua Kemerahan Agak peka 30
III  Andosol Coklat Kekuningan Peka 60
Asosiasi Gromosol Kelabu Kekuningan Peka 60
Kelas Jenis Tanah Keterangan Skor
Asosiasi Latosol Coklat dan Regosol Coklat Sangat peka 75
IV Litosol Sangat peka 75
Regosol Kelabu Sangat peka 75
Klasifikasi Arahan Fungsi Kawasan
Kawasan Budidaya <125
Kawasan Penyangga 125-174
Kawasan Lindung >175

Sumber: SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980

Tabel 3.
Skoring Penentuan TPA
Variabel Skoring
Klasifikasi Kawasan Perdesaan 20
Kawasan Kawasan Perkotaan 10
. Kawasan Budidaya 30
Fungsi
Kawasan Kawasan Pfanyangga 20
Kawasan Lindung 10
Jarak ke >3000 m 30
Permukiman <3000 m 10
Jarak ke >100 m 30
Sungai <100 m 10
> 10 ha 20
Luas Lahan <10 ha 10
Klasifikasi Sesuai 111-130
Penentuan Kurang Sesuai 81-110
TPA Tidak Sesuai 50-80

Sumber: Kompilasi Penelitian Terdahulu, 2024
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Proses Penentuan Lokasi TPA

Tahapan penentuan lokasi TPA dilakukan melalui analisis overlay spasial berdasarkan parame-
ter yang mengacu pada literatur terkait. Penentuan skor merujuk pada metodologi Jonatan (2019),
yang mengintegrasikan arahan fungsi kawasan, buffer permukiman, buffer sungai, serta luas lahan
untuk mengakomodasi proyeksi timbulan sampabh. Selain itu, penelitian ini mengadopsi prinsip Dolui
dan Sarkar (2021) yang memprioritaskan kawasan perdesaan guna menghindari hambatan pertum-
buhan kota akibat pembangunan TPA di kawasan perkotaan. Skema skoring untuk penentuan lokasi
TPA di Kabupaten Pekalongan disajikan pada Tabel 3. Proses skoring spasial menghasilkan tiga kate-
gori kesesuaian lokasi TPA di Kabupaten Pekalongan, yaitu sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai.
Dalam studi ini, lahan yang teridentifikasi dalam kategori 'sesuai' ditentukan sebagai opsi utama un-
tuk lokasi pemrosesan akhir sampah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Dinamika Kawasan melalui Data Global Human Settlement Layer (GHSL)

Analisis karakteristik kawasan perdesaan dan perkotaan merupakan aspek krusial dalam
perencanaan pembangunan, kebijakan publik, dan kajian demografi. Dalam konteks ini, Global Human
Settlement Layer (GHSL) berperan sebagai basis data spasial komprehensif yang menyediakan infor-
masi terkait distribusi populasi, infrastruktur, dan lingkungan terbangun secara global. GHSL
mengintegrasikan berbagai sumber data geospasial, seperti citra satelit dan data sensus, untuk mem-
berikan gambaran akurat mengenai pola pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan data GHSL sangat relevan mengingat pesatnya laju urbanisasi dan perubahan
penggunaan lahan yang menuntut pemahaman mendalam terkait dinamika pertumbuhan penduduk
serta dampaknya terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Keunggulan dimensi temporal
dan spasial pada GHSL memungkinkan peneliti maupun pembuat kebijakan untuk memetakan pola
pertumbuhan kota, konsentrasi populasi, serta perubahan penggunaan lahan secara presisi.

PETA KLASIFIKASI DESA-KOTA TAHUN 2030
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Gambar 2.
Peta Klasifikasi Kawasan Perkotaan Berdasarkan GHSL tahun 2030
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Dalam penelitian ini, GHSL digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik utama
antara kawasan perdesaan dan perkotaan berdasarkan parameter kepadatan penduduk dan
bangunan. Secara tipologis, kawasan perkotaan ditandai dengan konsentrasi penduduk yang tinggi
serta aksesibilitas yang baik terhadap layanan publik, menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, kawasan perdesaan umumnya dicirikan oleh dominasi kegiatan agraris, kepadatan yang
lebih rendah, serta infrastruktur yang lebih terbatas, namun memiliki keunggulan pada potensi
ketersediaan sumber daya alam.

Integrasi Data GHSL dan Batas Administrasi

Data Global Human Settlement Layer (GHSL) yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk
data raster, sehingga memerlukan proses transformasi dan penyesuaian agar kompatibel dengan da-
ta vektor batas administrasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Dalam proses identifikasi kawa-
san perkotaan di Kabupaten Pekalongan, digunakan ambang batas (threshold) klasifikasi nilai GHSL
di atas 20 (> 20), yang merepresentasikan karakteristik kepadatan dan infrastruktur kawasan
perkotaan. Visualisasi hasil integrasi antara data raster GHSL dan data vektor batas administrasi ter-
sebut disajikan pada Gambar 2.

Analisis Proyeksi Urbanisasi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2030

Setelah proses integrasi data selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis spasial
menggunakan fitur Union pada perangkat lunak ArcGIS untuk mengidentifikasi kawasan perkotaan di
Kabupaten Pekalongan pada tahun 2030. Hasil analisis memproyeksikan bahwa sekitar 90% dari to-
tal luas wilayah Kabupaten Pekalongan akan berkembang menjadi kawasan perkotaan. Proyeksi ini
menunjukkan tingkat urbanisasi yang sangat masif, di mana konsentrasi pertumbuhan terkonsentrasi
di wilayah bagian utara. oleh aksesibilitas tinggi terhadap jaringan jalan arteri nasional dan jalan tol
yang berfungsi sebagai koridor pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif teori pengembangan wila-
yah, infrastruktur transportasi bertindak sebagai growth pole yang menarik investasi, aktivitas
perdagangan, serta memicu pertumbuhan permukiman baru. Selain faktor konektivitas, karakteristik
fisik wilayah utara yang relatif landai memberikan keuntungan teknis berupa efisiensi biaya pem-
bangunan infrastruktur dibandingkan wilayah selatan yang didominasi topografi berlereng curam.
Kondisi ini memungkinkan berbagai aktivitas, mulai dari pengembangan hunian, perkantoran, hingga
kawasan produksi massal, berkembang lebih optimal.

Tingginya laju urbanisasi pada tahun 2030 tersebut diprediksi akan berdampak langsung pada
peningkatan volume timbulan sampah di Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini menegaskan perlunya
penambahan kapasitas fasilitas pemrosesan akhir sampah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
Sebaran spasial proyeksi klasifikasi desa-kota di Kabupaten Pekalongan tahun 2030 disajikan pada
Gambar 3.

Implikasi Urbanisasi terhadap Kebutuhan Infrastruktur Persampahan

Hasil analisis memproyeksikan sekitar 90% wilayah Kabupaten Pekalongan akan memiliki
karakteristik perkotaan pada tahun 2030. Temuan ini mengindikasikan transformasi spasial yang
masif, khususnya pada wilayah utara yang didukung oleh konektivitas tinggi melalui akses jalan ar-
teri dan jalan tol. Dalam perspektif pengelolaan lingkungan, pesatnya laju urbanisasi tersebut tidak
hanya mencerminkan perluasan kawasan terbangun dan aktivitas ekonomi, tetapi juga peningkatan
konsentrasi penduduk serta pergeseran pola konsumsi masyarakat yang berimplikasi pada lonjakan
volume timbulan sampah. Secara teoretis, urbanisasi menciptakan kebutuhan akan ruang baru yang
tidak hanya terbatas pada permukiman dan aktivitas ekonomi, tetapi juga infrastruktur untuk
mengelola residu atau sampah yang dihasilkan dari aktivitas tersebut.

Kondisi ini menuntut perhatian serius mengingat ketergantungan Kabupaten Pekalongan pada
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bojonglarang sebagai fasilitas utama. Seiring dengan peningkatan
aktivitas perkotaan, kapasitas layanan TPA saat ini cenderung terbatas dan menunjukkan gejala
kelebihan beban (overload). Jika proyeksi urbanisasi sebesar 90% tercapai pada tahun 2030, volume
timbulan sampah diperkirakan akan meningkat secara signifikan. Apabila pertumbuhan sampah tid-
ak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sistem persampahan, maka akan terjadi kesenjangan
(gap) yang berpotensi menurunkan efektivitas pengelolaan sampah daerah secara berkelanjutan.
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Gambar 3.
Peta Peta Klasifikasi Desa-Kota Kabupaten Pekalongan Pada Tahun 2030

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa urgensi pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA) baru merupakan konsekuensi logis dari perubahan struktur ruang di Kabupaten Pekalongan
yang semakin urban. Laju urbanisasi yang tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan volume tim-
bulan sampah harian. Namun, analisis kesesuaian lahan menunjukkan bahwa mayoritas wilayah Ka-
bupaten Pekalongan berada dalam kategori kurang sesuai untuk pengembangan TPA. Keterbatasan
ruang tersebut disebabkan oleh berbagai kendala teknis dan ekologis, seperti kemiringan lereng yang
curam, kedekatan dengan sungai, keberadaan kawasan lindung, serta kepadatan permukiman. Kondi-
si ini menciptakan tantangan ganda: kebutuhan akan fasilitas pengelolaan sampah yang meningkat di
tengah terbatasnya ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan lingkungan.

Secara lebih kritis, penelitian ini mengidentifikasi adanya ketidaksinkronan antara arah per-
tumbuhan wilayah dengan kesiapan infrastruktur persampahan. Urbanisasi berkembang pesat se-
bagai dampak dari meningkatnya konektivitas wilayah, sementara kapasitas pengelolaan sampah tid-
ak menunjukkan laju pertumbuhan yang sebanding. Apabila fenomena ini tidak diantisipasi melalui
pembangunan TPA baru serta penguatan sistem reduksi sampah dari sumbernya, Kabupaten Pek-
alongan berisiko menghadapi permasalahan lingkungan yang lebih kompleks, seperti degradasi kuali-
tas tanah dan air, penurunan derajat kesehatan masyarakat, hingga membengkaknya biaya
operasional pengelolaan sampah akibat keterbatasan kapasitas layanan. Oleh karena itu, pem-
bangunan TPA baru harus diintegrasikan sebagai bagian dari strategi adaptasi urbanisasi, bukan
sekadar pemenuhan proyek infrastruktur fisik semata.

Dalam konteks yang lebih luas, laju urbanisasi yang masif juga telah mengaburkan batas antara
kawasan perkotaan dan perdesaan. Transformasi wilayah pinggiran kota menunjukkan proses kon-
versi lahan perdesaan menjadi kawasan dengan karakteristik urban secara gradual. Fenomena ini
terdeteksi secara kuantitatif melalui data Global Human Settlement Layer (GHSL), yang memung-
kinkan pemantauan perubahan pola penggunaan ruang dari kawasan perdesaan menjadi kawasan
terbangun perkotaan dalam kurun waktu tertentu.
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Analisis Arahan Fungsi Kawasan

Analisis fungsi kawasan dilakukan untuk mengidentifikasi peruntukan lahan ke dalam tiga ka-
tegori utama yaitu kawasan lindung, kawasan penyangga, dan kawasan budidaya. Penentuan arahan
fungsi kawasan di Kabupaten Pekalongan didasarkan pada parameter fisik alam, yaitu jenis tanah,
kemiringan lereng, dan intensitas curah hujan, sesuai dengan pedoman teknis dalam Peraturan Men-
teri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2007.

Proses analisis melibatkan overlay spasial terhadap peta jenis tanah, peta lereng, dan peta cu-
rah hujan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis (ArcGIS). Penetapan skor dan
bobot pada setiap parameter mengikuti kriteria dalam SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/
UM/11/1980 dan No. 683/KPTS/UM/8/1981. Secara karakteristik fisik, wilayah Kabupaten Pekalon-
gan memiliki variasi kemiringan lereng (0% hingga >45%), jenis tanah yang didominasi oleh tanah
aluvial dengan tingkat ketahanan erosi yang baik, serta curah hujan yang berkisar antara rendah
hingga sangat tinggi (>5.000 mm/tahun).

Setelah dilakukan penjumlahan skor dari ketiga parameter fisik tersebut, hasil analisis menun-
jukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Pekalongan diarahkan untuk fungsi budidaya. Hal
ini mengindikasikan bahwa secara fisik, wilayah tersebut memiliki kesesuaian untuk pengembangan
aktivitas budidaya maupun permukiman. Rincian luas area untuk setiap klasifikasi fungsi kawasan di
Kabupaten Pekalongan disajikan pada Tabel 4.

Berdasarkan hasil analisis overlay spasial yang disajikan pada Tabel 4, arahan fungsi kawasan
di Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi tiga kategori utama: kawasan lindung (11.417,52 ha), ka-
wasan penyangga (29.109,42 ha), dan kawasan budidaya (43.084,56 ha). Secara tipologis, kawasan
budidaya merupakan wilayah yang dialokasikan untuk aktivitas ekonomi produktif, seperti pertanian
dan industri, yang memiliki peran vital dalam ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Kawasan pen-
yangga berfungsi sebagai zona transisi untuk memitigasi tekanan terhadap ekosistem sensitif, se-
dangkan kawasan lindung memegang peranan krusial dalam konservasi lingkungan dan mitigasi
bencana. Data tersebut menunjukkan bahwa kawasan budidaya mendominasi total luas wilayah Ka-
bupaten Pekalongan dengan proporsi sebesar 51,53%.

Dominasi luas kawasan budidaya sebesar 43.084,56 ha mengindikasikan bahwa secara fisik,
sebagian besar wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki karakteristik yang mendukung aktivitas
pembangunan. Namun, temuan ini harus dicermati secara kritis mengingat hasil analisis data GHSL
memproyeksikan tingkat urbanisasi akan mencapai 90% pada tahun 2030. Sinergi kedua temuan ter-
sebut menunjukkan adanya tekanan spasial yang signifikan terhadap ruang budidaya. Kawasan budi-
daya kini tidak hanya berperan sebagai ruang produksi primer, tetapi juga menjadi sasaran utama
ekspansi urban yang mencakup kebutuhan permukiman, perdagangan, jasa, dan infrastruktur.

Wilayah utara Kabupaten Pekalongan, dengan aksesibilitas tinggi melalui jaringan jalan arteri
dan jalan tol, berpotensi mengalami konversi lahan paling masif akibat disparitas nilai ekonomi anta-
ra lahan terbangun dengan lahan pertanian. Fenomena ini menciptakan trade-off antara pertum-
buhan ekonomi dan ketahanan pangan. Semakin luas lahan pertanian yang dikonversi, maka kapasi-
tas wilayah dalam mempertahankan produksi pangan serta fungsi ekologis—seperti area resapan air
dan pengendalian limpasan permukaan—akan terus menurun.

Tabel 4.
Luasan Arahan Fungsi Kawasan
No Fungsi Kawasan Luas (ha)
1 Kawasan Budidaya 43.084,56
2 Kawasan Penyangga 29.109,42
3 Kawasan Lindung 11.417,52
Jumlah 83.611,50

Sumber: Pengolahan Data, 2024
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Gambar 4.

Peta Arahan Fungsi Kawasan Kabupaten Pekalongan

Secara esensial, permasalahan utama di Kabupaten Pekalongan bukan terletak pada ketersedi-
aan lahan, melainkan pada manajemen kompetisi pemanfaatan ruang antara kebutuhan urbanisasi
dengan urgensi perlindungan lahan produktif. Oleh karena itu, dominasi kawasan budidaya tidak
dapat diinterpretasikan sebagai ruang pembangunan tanpa batas, melainkan sebagai indikasi per-
lunya kebijakan pengendalian tata ruang yang lebih ketat. Tanpa intervensi kebijakan yang memadai,
fragmentasi lahan pada kawasan budidaya akan berdampak pada penurunan produktivitas sektor
primer dan meningkatkan ketergantungan wilayah terhadap sektor non-agraris secara tidak berke-
lanjutan. Peta arahan fungsi kawasan di Kabupaten Pekalongan disajikan pada Gambar 4.

Analisis Penentuan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Penentuan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan aspek krusial dalam
perencanaan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemilihan lokasi yang tepat tidak hanya men-
jamin efektivitas operasional, mulai dari aksesibilitas pengangkutan sampah hingga mitigasi risiko
pencemaran, tetapi juga meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat dan ekosistem di seki-
tarnya. Oleh karena itu, proses ini memerlukan pendekatan komprehensif berbasis data melalui
metode pembobotan (skoring). Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan yang objektif dan
transparan dengan memberikan bobot serta skor pada berbagai parameter—seperti jenis tanah,
kemiringan lereng, jarak terhadap permukiman, dan kedekatan dengan sungai—berdasarkan ur-
gensinya dalam menentukan kelayakan lokasi.

Dalam penelitian ini, data spasial diolah menggunakan perangkat lunak sistem informasi geo-
grafis (GIS) melalui proses overlay untuk menghasilkan pemetaan potensi lokasi. Skor total yang di-
peroleh dari penjumlahan setiap parameter digunakan sebagai indikator tingkat kesesuaian lahan, di
mana nilai tertinggi merepresentasikan lokasi paling ideal. Selain itu, hasil analisis desa-kota dan ara-
han fungsi kawasan diintegrasikan ke dalam model skoring sebagai variabel pembatas untuk memas-
tikan lokasi yang direkomendasikan memenuhi standar regulasi serta prinsip keberlanjutan ling-
kungan. Peta hasil analisis kesesuaian lokasi TPA di Kabupaten Pekalongan disajikan pada Gambar 5.
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Peta Penentuan Opsi Pemilihan TPA Baru Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan Gambar 5, klasifikasi kesesuaian lokasi TPA di Kabupaten Pekalongan terbagi
menjadi tiga kategori: sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Hasil analisis menunjukkan bahwa
mayoritas wilayah Kabupaten Pekalongan masuk dalam kategori "kurang sesuai”, diikuti oleh kate-
gori "sesuai”, dan kategori "tidak sesuai" dengan luasan terkecil. Dominasi kategori "kurang sesuai"”
mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah memerlukan penanganan teknis yang intensif jika
dikembangkan sebagai TPA. Hal ini terutama disebabkan oleh karakteristik fisik lahan yang memiliki
kemiringan lereng curam, sehingga meningkatkan risiko ketidakstabilan struktur sampah. Selain itu,
faktor arahan fungsi kawasan—seperti status kawasan penyangga dan kawasan lindung—membatasi
kelayakan operasional karena risiko tinggi terhadap pencemaran tanah dan ekosistem sensitif.

Sementara itu, kategori "tidak sesuai” didominasi oleh lahan dengan jarak yang sangat dekat
dengan sungai dan permukiman. Lokasi dalam klasifikasi ini secara teknis harus dihindari untuk
meminimalisir risiko degradasi kualitas air sungai serta dampak polusi udara terhadap aktivitas
masyarakat di sekitarnya. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Jonatan (2019) yang menyatakan
bahwa lokasi TPA ideal harus memiliki jarak aman terhadap permukiman dan badan air untuk men-
gurangi dampak pencemaran serta gangguan terhadap masyarakat. Pengklasifikasian ini mem-
berikan panduan strategis bagi pengambil kebijakan dalam menentukan tapak TPA yang aman, layak
secara teknis, dan berkelanjutan bagi Kabupaten Pekalongan.

Analisis Opsi Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Pekalongan

Hasil analisis spasial mengidentifikasi tiga opsi lokasi potensial untuk pengembangan TPA baru
yang tersebar di wilayah selatan Kabupaten Pekalongan. Rincian luas klasifikasi untuk setiap opsi
lokasi tersebut disajikan dalam Tabel 5. Pemilihan lokasi di wilayah selatan didasarkan pada karak-
teristik kawasan yang masih didominasi oleh perdesaan, sehingga aktivitas pemrosesan sampah di-
proyeksikan tidak akan menghambat mobilitas maupun laju pertumbuhan kawasan perkotaan di ma-
sa depan.
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Tabel 5.
Luasan Klasifikasi Opsi Pemilihan TPA
No Klasifikasi Luas (ha)
1 Sesuai 1.340,01
Opsi 1 : Kecamatan Kajen 918,76
Opsi 2 : Kecamatan Kesesi 245,60
Opsi 3 : Kecamatan Petungkriyono 175,68
2 Kurang Sesuai 77.808,56
3 Tidak Sesuai 10.159,08

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Hal ini sejalan dengan penelitian Dolui dan Sarkar (2021) yang menyatakan bahwa lokasi TPA
yang berada di kawasan perdesaan cenderung lebih optimal dibandingkan kawasan perkotaan kare-
na dapat mengurangi hambatan terhadap perkembangan kota dan meminimalkan dampak sosial
yang ditimbulkan. Ketiga opsi lokasi tersebut tersebar di kecamatan sebagai berikut:

1) Kecamatan Kajen. Lokasi ini merupakan area eksisting di sekitar TPA Bojonglarang. Analisis
fisik wilayah menunjukkan bahwa lahan di sekitar TPA tersebut masih memenuhi kriteria
teknis untuk pengembangan kapasitas pemrosesan sampah baru.

2) Kecamatan Kesesi. Lokasi ini dinilai strategis karena memiliki karakteristik topografi yang
relatif datar serta jarak yang cukup jauh dari permukiman penduduk, sehingga risiko gangguan
lingkungan terhadap aktivitas warga dapat diminimalisir.

3) Kecamatan Petungkriyono. Meskipun memiliki ketersediaan lahan yang luas dan jauh dari per-
mukiman, lokasi ini ditempatkan sebagai opsi terakhir. Hal ini disebabkan oleh kendala aksesi-
bilitas yang terbatas serta kondisi kemiringan lereng yang relatif curam. Faktor-faktor tersebut
akan meningkatkan biaya operasional dan konstruksi secara signifikan. Mengingat pengelolaan
TPA tidak memiliki fleksibilitas ekonomi seperti infrastruktur komersial (misalnya jalan tol),
maka efisiensi biaya operasional menjadi parameter krusial yang harus dipertimbangkan.

Validasi Hasil Analisis Spasial

Untuk menjamin akurasi hasil penelitian, dilakukan verifikasi lapangan secara digital
menggunakan Google Street View. Metode ini memungkinkan observasi mendalam mengenai kondisi
aksesibilitas jalan menuju lokasi, kepadatan permukiman di sekitar area, pola pemanfaatan lahan ek-
sisting, serta karakteristik lingkungan yang sering kali tidak teridentifikasi secara jelas melalui citra
satelit konvensional. Hasil observasi digital tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil analisis
multikriteria yang telah dilakukan sebelumnya. Lokasi yang menunjukkan konsistensi tinggi antara
hasil analisis spasial dengan kondisi aktual lapangan ditetapkan sebagai rekomendasi alternatif lokasi
TPA yang layak di Kabupaten Pekalongan.

Analisis Kandidat Lokasi TPA di Kecamatan Kajen

Berdasarkan interpretasi citra satelit, lokasi kandidat TPA di Kecamatan Kajen didominasi oleh
lahan berbukit dengan tutupan vegetasi yang cukup luas dan minim aktivitas terbangun. Kondisi ini
menunjukkan ketersediaan lahan yang memadai untuk menampung fasilitas TPA beserta zona pen-
yangganya. Dominasi vegetasi di sekitar area lokasi juga berpotensi berfungsi sebagai buffer alami
yang efektif dalam mereduksi sebaran debu, bau, dan dampak visual dari operasional pengelolaan
sampah. Meskipun secara umum topografi wilayah Kajen cenderung bergelombang hingga berbukit,
area yang teridentifikasi sebagai lokasi potensial telah memenuhi kriteria kemiringan lereng dalam
analisis spasial, sehingga relatif lebih stabil dan aman untuk aktivitas penimbunan dibandingkan area
dengan lereng yang lebih curam.

Dari aspek lingkungan, lokasi ini memiliki tingkat risiko yang relatif rendah karena tidak
berdekatan langsung dengan konsentrasi permukiman maupun jaringan sungai utama yang berpo-
tensi menjadi jalur pergerakan lindi. Selain itu, keberadaan lokasi di kawasan dengan intensitas pem-
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bangunan rendah meminimalkan potensi konflik pemanfaatan ruang dengan pengembangan kawa-
san perkotaan yang, berdasarkan analisis GHSL, diproyeksikan terkonsentrasi di wilayah utara Kabu-
paten Pekalongan. Secara keseluruhan, kesesuaian Kecamatan Kajen sebagai lokasi TPA didukung
oleh kombinasi faktor fisik yang memenuhi syarat teknis, adanya zona penyangga alami, jarak yang
aman dari permukiman dan badan air, serta tekanan pembangunan yang rendah, sehingga menjamin
keberlanjutan operasional TPA dalam jangka panjang. Visualisasi lokasi indikasi penambahan TPA di
Kecamatan Kajen yang diolah menggunakan GIS disajikan pada Gambar 6.

Analisis Kandidat Lokasi TPA di Kecamatan Kesesi

Berdasarkan interpretasi citra satelit, lokasi kandidat TPA di Kecamatan Kesesi berada pada
kawasan yang didominasi oleh lahan pertanian dengan topografi relatif datar dan terbuka. Kondisi
fisik ini menjadi keunggulan utama dalam menekan biaya konstruksi infrastruktur serta mempermu-
dah operasional pemrosesan sampah dibandingkan dengan karakteristik wilayah berbukit. Selain itu,
area yang teridentifikasi memiliki jarak yang memadai dari konsentrasi permukiman, sehingga po-
tensi risiko gangguan sosial maupun dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dapat dimini-
malisir secara signifikan.

Meskipun terdapat jaringan sungai di sekitar lokasi, area terpilih tidak berada pada zona sem-
padan sungai, sehingga risiko kontaminasi air dapat dikendalikan melalui manajemen pengelolaan
lindi yang sistematis. Secara keseluruhan, kombinasi topografi yang datar, kemudahan aksesibilitas,
serta rendahnya tekanan perkembangan kawasan perkotaan menjadikan Kecamatan Kesesi sebagai
alternatif lokasi TPA yang sangat prospektif. Lokasi ini dinilai sebagai solusi efisien dalam men-
dukung kebutuhan pengelolaan sampah Kabupaten Pekalongan pasca-kapasitas TPA Bojonglarang
yang telah melampaui batas (overload). Visualisasi lokasi indikasi penambahan TPA di Kecamatan
Kesesi yang diolah menggunakan GIS disajikan pada Gambar 7.

Gambar 6.
Citra Satelit Pada Lokasi Indikasi Penambagan TPA di Kecamatan Kajen

Gambar 7.
Citra Satelit Pada Lokasi Indikasi Penambagan TPA di Kecamatan Kesesi
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Gambar 8.
Citra Satelit Pada Lokasi Indikasi Penambagan TPA di Kecamatan Petungkriyono

Analisis Kandidat Lokasi TPA di Kecamatan Petungkriyono

Berdasarkan interpretasi citra satelit, lokasi kandidat TPA di Kecamatan Petungkriyono berada
pada kawasan yang didominasi oleh tutupan hutan dan vegetasi rapat dengan topografi perbukitan
hingga pegunungan. Secara lingkungan, kondisi ini memberikan keuntungan strategis karena lokasi
yang relatif terisolasi dari pusat permukiman dan aktivitas perkotaan, sehingga potensi konflik sosial,
gangguan kesehatan masyarakat, maupun dampak langsung terhadap kawasan terbangun cenderung
rendah. Selain itu, ketersediaan ruang terbuka yang luas memungkinkan pengembangan zona pen-
yangga (buffer zone) yang optimal untuk meminimalisir penyebaran dampak visual, bau, maupun de-
bu dari aktivitas TPA.

Namun demikian, dari aspek teknis dan ekonomi, lokasi ini memiliki beberapa keterbatasan
signifikan. Karakteristik lereng yang cenderung curam berpotensi meningkatkan biaya pembangunan
infrastruktur, kebutuhan stabilisasi lereng, serta kompleksitas operasional pengangkutan sampah.
Kondisi topografi tersebut juga meningkatkan risiko erosi dan longsor jika sistem pengelolaan lindi
dan rekayasa teknis tidak dirancang dengan standar yang sangat ketat. Selain itu, aksesibilitas yang
relatif lebih rendah dibandingkan dengan lokasi di Kecamatan Kajen maupun Kesesi akan meningkat-
kan biaya logistik transportasi sampah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun secara spasi-
al Kecamatan Petungkriyono memenuhi kriteria kesesuaian dan memiliki risiko sosial yang rendah,
lokasi ini diposisikan sebagai alternatif terakhir. Prioritas pengembangan lebih diarahkan kepada
Kecamatan Kajen dan Kesesi mengingat tantangan teknis, ekonomi, dan operasional di Petungkriyono
yang jauh lebih besar. Visualisasi lokasi indikasi penambahan TPA di Kecamatan Petungkriyono yang
diolah menggunakan GIS disajikan pada Gambar 8.

Tinjauan Aspek Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi

Proyeksi bahwa 90% wilayah Kabupaten Pekalongan akan memiliki karakteristik perkotaan
pada tahun 2030 menunjukkan transformasi spasial yang masif. Hal ini tidak hanya mencerminkan
perubahan struktur ruang, tetapi juga pergeseran pola aktivitas masyarakat yang berdampak lang-
sung pada peningkatan volume timbulan sampah. Urbanisasi yang terkonsentrasi di wilayah utara—
yang didorong oleh tingginya aksesibilitas jalan arteri dan tol—berpotensi memicu kepadatan
penduduk serta pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan industri. Secara empiris, sektor-sektor
tersebut merupakan kontributor sampah terbesar di kawasan perkotaan. Mengingat TPA Bo-
jonglarang saat ini telah mengalami overload, kebutuhan pembangunan TPA baru menjadi konsek-
uensi logis dari perubahan struktur ruang wilayah. Hasil penelitian ini menegaskan adanya hubungan
kausal yang kuat antara laju urbanisasi, peningkatan timbulan sampah, dan urgensi penyediaan infra-
struktur pengelolaan sampah yang memadai.
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Dari perspektif keberlanjutan lingkungan, ditemukan adanya ketidakseimbangan antara laju
perkembangan wilayah dengan daya dukung lingkungan. Semakin tinggi tingkat urbanisasi, semakin
besar volume sampah yang dihasilkan; namun, analisis kesesuaian lahan menunjukkan bahwa sebagi-
an besar wilayah Kabupaten Pekalongan terkategori kurang sesuai untuk pembangunan TPA akibat
kendala fisik, seperti kemiringan lereng, kedekatan dengan badan air, serta keberadaan kawasan lin-
dung dan penyangga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ruang yang tersedia untuk memitigasi dam-
pak urbanisasi jauh lebih terbatas dibandingkan ruang yang tersedia untuk mendukung pertum-
buhan ekonomi itu sendiri. Tanpa antisipasi infrastruktur yang memadai, peningkatan timbulan sam-
pah berisiko menimbulkan pencemaran air tanah, emisi gas rumah kaca, serta penurunan kualitas
lingkungan permukiman. Oleh karena itu, pembangunan TPA baru harus diposisikan sebagai instru-
men vital dalam menjaga daya dukung lingkungan guna menjamin keberlanjutan pembangunan wila-
yah.

Selain aspek lingkungan, penelitian ini menyoroti implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan.
Dari sisi sosial, TPA yang telah melampaui kapasitas tampung berisiko memicu konflik dengan
masyarakat akibat gangguan bau dan penurunan kualitas hidup penduduk sekitar. Dari sisi ekonomi,
keterbatasan kapasitas TPA membebani pemerintah daerah dengan peningkatan biaya operasional,
baik untuk pengangkutan sampah maupun rehabilitasi lingkungan. Dalam konteks ini, lokasi-lokasi
potensial seperti Kecamatan Kesesi, Kajen, dan Petungkriyono memiliki peran strategis. Namun,
penentuan lokasi tidak boleh hanya bertumpu pada kesesuaian fisik lahan, tetapi juga harus memper-
timbangkan tingkat penerimaan masyarakat, aksesibilitas, serta efisiensi biaya operasional jangka
panjang. Dengan demikian, pembangunan TPA baru merupakan langkah integratif untuk menyeim-
bangkan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah
dinamika urbanisasi Kabupaten Pekalongan.

Implikasi Kebijakan

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tantangan persampahan di Kabupaten Pekalongan
tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan kapasitas pemrosesan akhir, melainkan memer-
lukan reformasi kebijakan pengelolaan sampah secara komprehensif. Pemerintah Kabupaten Pek-
alongan disarankan untuk menggunakan hasil penelitian ini sebagai landasan dalam revisi dan sink-
ronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta dokumen
perencanaan sektor persampahan. Langkah ini krusial untuk mengamankan lokasi potensial yang
telah teridentifikasi dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Tanpa adanya proteksi tata ruang
yang ketat, ketersediaan lahan yang memenuhi syarat untuk pembangunan TPA akan semakin langka
seiring dengan meningkatnya tekanan urbanisasi di masa depan.

Lebih lanjut, pembangunan TPA baru tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal. Mengingat
terbatasnya lahan yang memenuhi persyaratan lingkungan, pemerintah daerah perlu mengoptimal-
kan strategi pengurangan sampah dari sumbernya melalui penguatan program Reduce, Reuse, Recycle
(3R), peningkatan kapasitas bank sampah, pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Re-
use, Recycle (TPS3R), serta penerapan konsep ekonomi sirkular pada kawasan perkotaan. Strategi ini
sangat vital; tanpa pengurangan volume sampah yang dihasilkan dari sumber, TPA baru berisiko
mengalami overload dalam waktu singkat seperti halnya yang terjadi pada TPA Bojonglarang. Dengan
demikian, keberlanjutan sistem persampahan di Kabupaten Pekalongan lebih bergantung pada efek-
tivitas upaya reduksi sampah daripada sekadar memperluas kapasitas lahan pembuangan.

Dari perspektif implementasi, Kecamatan Kesesi dapat diprioritaskan sebagai alternatif utama
pengembangan TPA baru karena menawarkan keseimbangan optimal antara kesesuaian fisik lahan,
aksesibilitas, dan efisiensi operasional. Namun, sebelum penetapan lokasi difinalisasi, pemerintah
daerah wajib melaksanakan validasi lapangan yang komprehensif, kajian Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL), analisis hidrogeologi, serta konsultasi publik secara intensif. Pendekatan inte-
gratif ini penting untuk meminimalisir potensi konflik sosial dan risiko lingkungan, sekaligus memas-
tikan bahwa pembangunan TPA tidak hanya memenuhi kriteria teknis, tetapi juga memperoleh legiti-
masi sosial yang kuat guna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pekalo-
ngan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan data Global Human Settlement Layer (GHSL), sistem
informasi geografis (SIG), serta metode skoring kesesuaian lahan, Kabupaten Pekalongan memiliki
keterbatasan lahan untuk TPA. Mayoritas wilayah terkategori "kurang sesuai” (77.808,56 ha), semen-
tara lahan yang memenubhi kriteria teknis dan lingkungan hanya seluas 1.340,01 ha. Keterbatasan ini
menjadi tantangan strategis mengingat proyeksi urbanisasi mencapai 90% pada tahun 2030, yang
akan memicu lonjakan timbulan sampah secara masif. Penelitian ini telah menghasilkan peta zonasi
kesesuaian lahan yang mengklasifikasikan wilayah Kabupaten Pekalongan ke dalam tiga kelas: sesuai,
kurang sesuai, dan tidak sesuai. Peta ini berfungsi sebagai instrumen spasial untuk mendukung
pengambilan keputusan tata ruang dalam sektor persampahan. Berdasarkan analisis spasial dan mul-
tikriteria, ditemukan tiga lokasi potensial untuk pengembangan TPA baru, yakni di Kecamatan Kajen,
Kesesi, dan Petungkriyono. Ketiga lokasi tersebut dipilih karena memenuhi kriteria teknis, ling-
kungan, dan tata ruang, serta mampu meminimalisir potensi konflik sosial dan pencemaran ling-
kungan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena pendekatan spasial yang digunakan masih berbasis
kondisi eksisting dan belum mengintegrasikan dinamika kebijakan pembangunan, faktor sosial-
politik, maupun kajian teknis mendalam seperti hidrogeologi, kelayakan ekonomi, dan AMDAL. Oleh
karena itu, hasil ini bersifat sebagai penilaian awal (preliminary assessment) yang memerlukan verifi-
kasi lapangan serta kajian teknis lanjutan sebelum diimplementasikan. Pada masa mendatang, keber-
hasilan operasional lokasi TPA yang direkomendasikan sangat bergantung pada mitigasi risiko secara
cermat, mencakup penanganan lindi, manajemen lalu lintas kendaraan sampabh, serta penguatan pen-
erimaan sosial (social acceptance). Dengan demikian, pembangunan TPA ideal harus didukung oleh
kualitas perencanaan, pengawasan operasional yang ketat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam
setiap tahapan guna menjamin keberlanjutan sistem persampahan di Kabupaten Pekalongan.

Saran

Pemerintah Kabupaten Pekalongan disarankan menindaklanjuti lokasi alternatif di Kecamatan
Kajen, Kesesi, dan Petungkriyono melalui studi kelayakan mendalam, mencakup analisis geologi, hi-
drogeologi, kelayakan ekonomi, serta penilaian dampak lingkungan dan sosial. Pengembangan TPA
harus diintegrasikan dengan proyeksi urbanisasi 2030 dan kebijakan tata ruang daerah, serta
didukung oleh peningkatan sistem pengelolaan sampah terpadu guna memperpanjang masa layan
fasilitas. Strategi mitigasi operasional, seperti penyediaan sistem pengolahan lindi dan konsultasi
publik berkelanjutan, perlu disusun untuk meminimalkan dampak lingkungan dan memastikan pen-
erimaan sosial. Terakhir, penelitian mendatang disarankan menggunakan pemodelan spasial dinamis
yang mengintegrasikan variabel kependudukan, ekonomi, serta risiko bencana agar rekomendasi lo-
kasi yang dihasilkan menjadi lebih adaptif dan berkelanjutan bagi pembangunan wilayah.
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